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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wrb 

Puji dan Syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan 

sehingga diberikan kemudahan dan waktu yang cukup untuk bisa 

menyelesaiakan Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik (LIP) Bawaslu 

Kabupaten Muna pada Tahun 2023. 

 
Pada kesempatan ini Segenap Tim Keterbukaan Informasi Publik 

Bawaslu Kabupaten Muna Mengucapkan Terima kasih kepada pihak-pihak 

yang terkait yang telah membantu dalam proses penyelesaian laporan akhir ini. 

 
Laporan ini kami susun sebagai bentuk pertanggung jawaban Bawaslu 

Kabupaten Muna dalam memberikan pelayanan informasi Public kepada 

masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

 
Dalam penyusunan laporan ini, kami menghadirkan rangkuman serta 

evaluasi atas berbagai kegiatan dan inisiatif yang telah kami lakukan selama 

tahun 2023. Tujuan utama dari laporan ini adalah untuk memberikan gambaran 

yang jelas dan transparan mengenai upaya kami dalam meningkatkan akses 

masyarakat terhadap informasi Public serta mengukur tingkat keberhasilan 

pelayanan yang kami berikan. 

 
Kami menyadari bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan di masa 

mendatang, dan kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan 

informasi Public Bawaslu Muna guna memberikan pelayanan yang lebih baik 

lagi bagi masyarakat Kabupaten Muna. 

 
Bawaslu Kab. Muna berharap laporan ini dapat memberikan manfaat 

kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Pusat serta seluruh pembaca laporan 

Akhir Pelayanan informasi public Bawaslu Muna. 

Waassalam, 
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BAB I 

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Muna sebagai     

lembaga Penyelenggara   Pemilu   yang   mengawasi   penyelenggaraan 

pemilu di wilayah Kabupaten Muna, pada Pemilu dan Pemilihan Bawaslu 

Kabupaten Muna memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan 

pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme 

dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses 

pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas 

dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah 

prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip 

keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya 

penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan 

efisien, serta dapat dipertanggung jawabkan yang dapat berkontribusi 

terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut 

menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut 

diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu 

terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang 

terbentuk. 

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan 

diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan 

informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang 

diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak 

pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang 

baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme 

masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan 

melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu. 
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A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Bawaslu Kabupaten Muna berpemahaman melalui implementasi 

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (KIP), diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya   

penyelenggaraan   pengawasan  pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif 

dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.  

Pada tahun 2023 Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu 

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan 

Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan 

keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu. 

Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 01 Tahun 2023 membuat 

PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat 

dari struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu 

Kabupaten/Kota dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan 

informasi publik.  

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan 

dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan 

keterbukaan informasi publikdi lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut: 

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang 

jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum; 

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Pola Klasifikasi Arsip; 

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas 
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Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum Kecamatan; 

4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 

Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan 

Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang tentang Tata 

Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum. 

B. Struktur PPID 

Bawaslu telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas 

mengelola dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Struktur 

Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu 

Nomor 302/TI.02.00/K1/09/2022 tentang Tentang Pembentukan Tim 

Keterbukaan Informasi Publik (Kip) Pejabat Pengelola Informasi Dan 

Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pada tahun 2022 

Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi 

Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

yang merupakan dasar hukum penyelenggaraan keterbukaan informasi 

publik di lingkungan Bawaslu. 

Dengan adanya Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2022 membuat PPID 

Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota semakin kuat dari 

struktur kelembagaan dan menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi dan 
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Bawaslu Kabupaten/Kota dalam meningkatan pengelolaan dan pelayanan 

informasi publik Bawaslu. 

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN MUNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik di 

Bawaslu Kabupaten Muna terdiri atas personil yang tergabung dalam SK 

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) yang melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Informasi Publik berdasarkan 

peraturan badan pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2022 Tentang 

Perubahan atas peraturan badan pengawas Pemilihan Umum 10 tahun 2019 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas 

Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan 

Pengawas Umum Kabupaten/Kota. 
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C. Penetapan Informasi yang dikecualikan 

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh 

informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi 

informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi 

apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan 

berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, 

melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi 

publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan 

informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik 

mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut 

ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu Kabupaten 

Muna: 

1.   Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018 

 

Tabel 1.1 Penetapan Form Informasi yang Dikecualikan 

No Informasi 

1 Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan 

2 Formulir Model A.2. Formulir Temuan 

3 Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan 

4 Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi 

5 Formulir Model A.5. Keterangan / Klarifikasi Di Bawah Sumpah 

/Janji 

6 Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji 

7 Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi 



 

 

Laporan Layanan Informasi Publik  Bawaslu Kab. Muna Page 6 
 

8 Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran 

9 Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik 

Penyelenggaraan Pemilu 

10 Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi 

Pemilihan 

11 Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana 

Pemilihan 

12 Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya 

13 Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi 

Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi 

Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif 

14 Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas 

15 Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan 

Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau 

Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstuktur, Sistematis, dan 

Masif 

16 Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan 

Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan 

Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara 

Terstruktur,Sistematis, Dan Masif 

17 Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan 

18 Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan 

19 Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, 

Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara) 
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20 Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu 

Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan 

Wawancara) 

21 Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS 

22 Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon 

Anggota Bawaslu Provinsi 

23 Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon 

Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota 

Sumber : PPID Bawaslu RI 

 

2. Penetapan PPID Nomor 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 Tentang 

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang 

Dikecualikan 

Tabel 1.2 

Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang 

Dikecualikan 

 

No 

 

Informasi 

1 Formulir Model B1. Penerimaan Laporan 

2 Formulir Model B2. Temuan 

3 Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan 

4 
Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan 

Pelanggaran Pemilu 

5 Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran 
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6 Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi 

7 Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah 

7 Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji 

8 Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi 

9 Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran 

10 
Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik 

Penyelenggara Pemilu 

11 Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu 

12 Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif 

Pemilu 

13 Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-

Undangan Pemilu 

14 Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi 

Bawaslu/BawasluProvinsi 

15 Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas 

Laporan/Temuan Pemilu 

Sumber : PPID Bawaslu RI 
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3. Penetapan PPID Nomor 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 

Tabel 1.3 

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan 

 

NO 

 

Informasi 

1 Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu 

2 Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1) 

3 Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu 

4 Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2) 

5 Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan 

6 Daftar saksi dan/atau ahli 

7 Daftar tersangka 

8 Daftar barang bukti 

9 Laporan polisi 

10 Tanda bukti laporan 

11 Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3) 

12 Pengembalian berkas penuntuk ke penyidik 

13 Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut 

Sumber : PPID Bawaslu RI 
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4. Penetapan PPID Nomor 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019 

Tabel 1.4 

Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan 

 

NO 

 

Informasi 

1 Alat kerja pengawasan 

Sumber : PPID Bawaslu RI 

 

5. Penetapan PPID Nomor 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 

 

Tabel 1.5 

Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan 

 

NO 

 

Informasi 

1 
Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar 

Negeri 

2 
Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu 

Kecamatan/Panwas Kecamatan 

3 
Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon 

anggota Panwaslu Luar Negeri 

4 
Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon 

anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan 

Sumber : PPID Bawaslu RI 
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6. Penetapan PPID Nomor 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 

 

Tabel 1.6 

Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan 

 

NO Informasi 

1 Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 

2 
Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal 

Dugaan Pelanggaran 

Sumber : PPID Bawaslu RI 

 

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019 

Tabel 1.7 

Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan 

 

NO 

 

Informasi 

1 Jawaban Atas Gugatan 

2 Duplik Atas Replik 

3 Kesimpulan 

4 Memori Banding 

5 Kontra Memori Banding 

6 Memori Kasasi 

7 Kontra Memori Kasasi 

8 Keterangan Tertulis 

Sumber : PPID Bawaslu RI 
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8. Penetapan PPID Nomor 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020 

 

Tabel 1.8 

Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan 

 

NO 

 

Informasi 

1 Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah 

pemohon/termohon/pihak terkait 

2 Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah 

3 Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian 

sengketa antar peserta pemilihan 

4 Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian 

sengketa antar peserta pemilihan 

5 Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan 

6 Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian 

sengketa pemilihan 

7 Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa 

pemilihan 

8 SK penetapan panitia musyawarah 

9 Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno 

pimpinan Bawaslumengenai proses penyelesaian sengketa 

10 Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah 

secara tertutup 

11 Alat bukti tertulis 
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Sumber : PPID Bawaslu RI 

 

9. Penetapan PPID Nomor 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020 

Tabel 1.9 

Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan 

publik yang menurut sifatnya dirahasiakan 

 

 

NO 

 

Informasi 

1 
Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra 

badan publik yangmenurut sifatnya dirahasiakan 

Sumber : PPID Bawaslu RI 

 

10. Penetapan PPID Nomor 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020 

 

Tabel 1.10 

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 

bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan 

 

NO 

 

Informasi 

1 Formulir Model A.1 Laporan 

2 Formulir Model A.2 Temuan 

3 Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan 

4 Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan 

Laporan 

5 Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran 
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6 Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan 

Laporan 

7 Formulir Model A.5. Pelimpahan 

8 Formulir Model A.6. Informasi Awal 

9 Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal 

10 Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi 

11 Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah 

sumpah/janji 

12 Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah 

sumpah/janji 

13 Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi 

14 Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran 

15 Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik 

PenyelenggaraPemilihan 

16 Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi 

Pemilihan 

17 Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu 

18 Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-

UndanganLainnya 

19 Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan 

Sumber : PPID Bawaslu RI 
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11. Penetapan PPID Nomor 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020 

Tabel 1.11 

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan 

 

NO 

 

Informasi 

1 Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK 

Sumber : PPID Bawaslu RI 

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022  

 

Tabel 1.12 

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang 

dikecualikan 

 

NO 

 

Informasi 

1 Dokumentasi Kode Etik Pegawai 

Sumber : PPID Bawaslu RI 

 

13. Penetapan PPID Nomor 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022 

 

Tabel 1.13 

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan 

Sebagai Informasi Yang dikecualikan 

 

NO 

 

Informasi 

1 Dokumentasi Rekrutmen Panwascam 

Sumber : PPID Bawaslu RI 
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14. Penetapan PPID Nomor /HK.01.01/KP/10/2022 Perubahan atas 

Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 

 

Tabel 1.14 

Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi 

Sebagai Informasi Yang dikecualikan 

 

NO 

 

Informasi 

1 Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi 

Sumber : PPID Bawaslu RI 

 

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik 

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka 

meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran 

keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai 

berikut: 

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang 

Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi; 

2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang 

Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi; 

3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang 

Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi 

dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan 

4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang 

Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota. 
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E. Penetapan Standar Operasional Prosedur 

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) 

terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. 

Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar 

Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan 

Pendokumentasian Informasi; 

2.  Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar 

Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang 

dikecualikan; 

3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/ SJ/ OT.03/ VIII/ 

2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi 

Kepemiluan di Bawaslu RI; 

4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/ Bawaslu/ SJ/ OT.03/ VIII/ 

2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan 

Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan 

5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/ Bawaslu/ SJ/ OT.03/ VIII/ 

2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa 

Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi 

 

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten 

Muna terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada 

DIPA Bawaslu Kabupaten Muna. Pada tahun 2023, terdapat beberapa rapat 

dalam kantor terkait Pengelolaan Data Informasi Publik, peliputan dan 

dokumentasi. Anggaran  Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 

Bawaslu Kabupaten Muna Tahun 2023 secara keseluruhan adalah Rp. 

14.756.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). 
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G. Program PPID 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan 

dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi 

Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan 

cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga 

dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi 

publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat 

diakses oleh Publik. 

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan 

tersebut, pada tahun 2022, Bawaslu memiliki program utama dalam 

keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi 

publik di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di 

seluruh Indonesia. Sejalan dengan Program Utama Bawaslu tersebut, 

Bawaslu Kabupaten Muna melaksankan Program yang dituangkan kedalam 

beberapa agenda kegiatan sebagai berikut: 

 Tabel 1.16 

Program Kegiatan PPID Bawaslu Muna Tahun 2023 

NO Agenda Waktu 

1 Penetapan struktur PPID -  

2 Pengelolaan laman Website - 

3 Rapat Pengelolaan dan Pelayanan data 

dan Informasi  

- 

4. Rapat Pengelolaan kehumasan,peliputan 

dan dokumentasi serta informasi Publik 

- 

Sumber Data : Data Diolah Bagian SDMO, Diklat, Datin Bawaslu Kab. Muna 
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BAB II 

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK 

 

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 

1. Layanan Luar Jaringan (Luring) 

PPID Bawaslu Kab Muna memiliki Ruang Kerja, agar dapat dengan 

mudah melayani apabila public ingin melakukan sarana pelayanan 

informasi publik. Saat ini PPID Bawaslu masih memakai fasilitas BMN 

berupa desk layanan informasi yang menggunakan komputer yang biasa 

dipakai untuk tugas Kehumasan, kursi petugas dan pemohon informasi. 

2. Layanan Dalam Jaringan (Daring) /Online 

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan 

Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi 

Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. 

Dalam rangka menjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi 

Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki  Layanan informasi secara 

online, yang bisa diakses publik berupa website. 

Demi memenuhi kebutuhan informasi publik, Bawaslu telah 

memiliki website PPID Bawaslu. Adapun alamat website PPID Bawaslu 

adalah https://ppid.muna.bawaslu.go.id/. Website tersebut dapat 

diakses masyarakat dalam upaya mencari informasi. Pada website 

tersebut berisi beberapa informasi bawaslu. Masyarakat sebagai 

pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman 

Informasi Publik. Laman informasi publik pada website bawaslu terbagi 

atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang 

wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan 
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secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan 

informasi yang dikecualikan. 

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik 

Sumber daya manusia yang menangani pelayanan Informasi Publik di 

Bawaslu Kabupaten Muna terdiri atas personil yang tergabung dalam SK 

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) yang melaksanakan tugas 

dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan Informasi Publik 

berdasarkan Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas 

peraturan badan pengawas Pemilihan Umum 10 tahun 2019 tentang 

Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan 

Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas 

Umum Kabupaten/Kota. 

1. Jumlah SDM 

Jumlah SDM yang bertugas dalam melakukan pelayanan informasi 

publik di sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna terdiri dari 7 (Tujuh) 

orang yang tergabung dalam Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi 

(PPID) Kabupaten Muna terdiri atas : 

a. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Muna; 

b. Tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Muna; 

c. Atasan PPID, dijabat oleh Koordinator Sekretariat 

d. PPID, dijabat oleh Kasubag Administrasi Bawaslu Kabupaten Muna; 

dan 

e. Petugas pelayanan Informasi, dijabat oleh 3 (Tiga) staf PPNPNS 

Bawaslu Kabupaten Muna. 
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2. Pembagian Tanggung Jawab 

 

► Pembina PPID bertugas: 

a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi 

pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; 

b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi 

Publik yang dibuat oleh PPID; 

c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk 

disampaikan kepada Komisi Informasi; dan 

d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan 

Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan. 

 

► Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada 

PPID mengenai: 

a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik 

b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi; 

c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi; 

d. penyusunan daftar Informasi Publik; 

e. penyusunan Laporan Layanan; dan 

f. penanganan Sengketa Informasi Publik 

 

►  Atasan PPID bertugas : 

a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi 

keterbukaan Informasi Publik; 

b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi 

guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik; 

c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon 

Informasi; dan 

d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi 

Informasi. 
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►    PPID bertugas: 

a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan 

keterbukaan Informasi Publik; 

b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik; 

c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi 

Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi 

yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini; 

d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan 

Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada 

Komisi Informasi; 

e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau 

Pemilihan; 

f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi 

dikecualikan; 

g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; 

h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan 

Informasi Publik; 

i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan 

Informasi Publik; 

j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan 

k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada 

Komisi Informasi. 

 

►  Petugas pelayanan Informasi bertugas: 

a. melayani permohonan Informasi yang meliputi: 

1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi; 

2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan 

Informasi; 
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3. menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat 

bidang Dokumentasi; 

4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas 

persetujuan PPID; 

5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon 

atas persetujuan PPID; dan 

6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada 

Atasan PPID. 

b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan 

kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi 

yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan 

c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan. 

 

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik (PPID) 

Bawaslu Kabupaten Muna Telah mendapatkan alokasi yang bersumber 

anggaran DIPA Bawaslu Kabuapten Muna. 

Dalam hal anggaran pengelolaan dan pelayanan informasi, Khususnya 

Buletin Bawaslu Muna, anggaran pengelolaannya dilakukan secara mandiri 

atau swadaya. 

 

D. Pelaksanaan Program PPID 

Pada bulan Juni Bawaslu Kabupaten Muna mengutus Staf yang 

menangani PPID untuk mengikuti Bimtek Program dan Konsolidasi Data 

Informasi dengan tema “Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan 

Pelayanan Informasi Publik. Setelah mengikuti rapat tersebut, Pihak 

Bawaslu Provinsi memberikan arahan terkait pelayanan informasi publik. 

Salah satu layanan informasi publik juga mencakup pelayanan bersifat 

online yaitu membuat Web PPID. 
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Dalam pembuatan website tersebut telah selesai pada bulan Mei Tahun 

2021 dengan tampilan beranda yang baik. Website tersebut belum dapat 

diisi dengan klasifikasi informasi sesuai yang  disebutkan  oleh  Perbawaslu  

No  10  Tahun  2019. Kemudian karena adanya penyesuaian website dari 

Bawaslu maka penyesuaian ini belum dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten 

Muna. Pada  bulan  Juni  PPID Bawaslu Kabupaten Muna melakukan Rapat 

Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi  guna  memberi  

pengetahuan  dan  kapasitas  di  lingkup  SDM  di  Bawaslu Kabupaten 

Muna. 
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BAB III 

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

A. Jumlah Pemohon Informasi Publik 

Dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu 

Kabupaten Muna selalu memberikan update Informasi yang dapat 

diakses oleh seluruh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

Non Lembaga serta Instansi Pemerintahan Lainnya baik Informasi 

Kepemiluan, Informasi Kegiatan Tahapan dan Non Tahapan dan 

Informasi Lainnya yang dikecualikan, namun sepanjang Tahun 2023 

Permhonan Informasi tidak ada yang dilakukan secara langsung oleh 

Masyarakat maupun Lembaga, Permintaan Akses Informasi diminta 

oleh Pemohon melalui nomor Whatsaap yang ditautkan sebgai Admin di 

Web Bawaslu Kabupaten Muna, hal ini dikarenakan tidak adanya Fitur 

Permohonan Permintaan Informasi Secara Online yang dapat dilakukan 

oleh Masyarakat melalui Website PPID Bawaslu Kabupaten Muna.   

 

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik 

Waktu efektif pelayanan setiap hari kerja senin s/d Jum’at 08.00 –15.00 

WIB. Adapun diluar jam kerja layanan informasi dapat diajukan melalui 

email atau saluran informasi lainnya. 

 

C. Jumlah Permintaan Informasi yang dikabulkan 

Dalam Tahun 2023  tidak adanya Permintaan Informasi yang dikabulkan 

oleh Bawaslu Kabupaten Muna terkait dengan data Informasi karena 

tidak adanya Permohonan Permintaan Data baik dari Masyarakat 

Umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ataupun dari Instansi 

Pemerintah Daerah dan Vertikal. 
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D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak/tidak dikabulkan beserta 

alasannya 

Selama Tahun 2023 tidak adanya Permintaan Informasi Publik 

yang ditolak oleh PPID Bawaslu Kabupaten Muna karena tidak adanya 

Permohonan Permintaan Informasi Publik ke PPID Bawaslu Kabupaten 

Muna baik dari Masyarakat Umum, Lembaga dan Instansi Lainnya. 

E. Sarana Permintaan Informasi Publik 

PPID Bawaslu Kabupaten Muna memberikan kemudahan bagi 

masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam 

memperoleh informasi publik, juga telah   menyediakan   beberapa   

sarana   permohonan   informasi.   Adapun   permohonan informasi 

adalah permohonan online melalui website, email, surat, dan datang 

langsung ke PPID Bawaslu Kabupaten Muna. Pemohon informasi 

publik  dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan. 

F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik  

Tabel ringkasan pelayanan informasi public belum ada atau nihil 

dikarenakan belum adanya informasi publik yang diakses atau dimohon 

oleh masyarakat. 
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BAB IV 

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK 

 

PPID Bawaslu Kabupaten Muna di Tahun 2023 sampai dengan 

dibuatnya laporan ini, tidak terdapat keberatan permohonan informasi. Dan 

informasi yang di keluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Muna di umumkan 

melalui media sosial resmi Bawaslu kabupaten Muna. 

- Twitter  : @bawaslukabmuna 

- Instagram  : bawaslu_muna 

- Facebook : bawaslumuna 

- You Tube : @BawasluMuna 

- Email : bawaslumuna@gmail.com 

- Tiktok  : bawaslu.muna 

Pada tahun 2023 tidak adanya keberatan pemohon informasi yang 

diterima oleh PPID Bawaslu kabupaten Muna maka tidak ada keberatan 

pemohon informasi yang diterima oleh PPID Bawaslu Kabupaten Muna. 

Terhadap Sengketa Informasi Publik, PPID Bawaslu Kabupaten Muna 

belum pernah menerima permohonan Sengketa Informasi Publik selama Tahun 

2023.  
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BAB V 

INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

 

A. Inovasi yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Informasi Publik 

Bawaslu Kabupaten Muna berupaya memaksimalkan pengelolaan 

dan pelayanan informasi publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan 

sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti website, media sosial, serta 

pojok infromasi public. Dengan dibentuknya jajaran Panwaslu Kecamatan 

maka Tim PPID menginstruksikan kepada seluruh jajaran Panwaslu 

Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan Desa se-Kabupaten Muna untuk 

mengikuti media sosial Bawaslu kabupaten Muna, sehingga informasi-

informasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Muna dapat lebih 

tersebar luas.  

Bawaslu Kabupaten Muna membagi tugas kepada Tim PPID 

Bawaslu Kabupaten Muna dalam pelaksanaan membagikan informasi-

informasi tentang Bawaslu melalui Media Sosial Bawaslu 

B. Inovasi Yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik 

Bawaslu Kabupaten Muna sampai saat ini belum bisa merumuskan 

inovasi yang berkaitan dengan pelayanan Informasi Publik, hal ini 

disebabkan masih kurangnya pengetahuan tentang langkah-langkah teknis 

terkait Informasi Publik 

C. Inovasi Yang Berkaitan Dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik 

Bawaslu Kabupaten Muna sampai saat ini belum bisa merumuskan 

inovasi yang berkaitan dengan pelayanan Informasi Publik, hal ini 

disebabkan masih kurangnya pengetahuan tentang langkah-langkah 

teknis terkait Penyusunan Daftar Informasi Publik serta belum adanya 

kegiatan Bimtek khusus yang membahas hal tersebut. 
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BAB VI 

KENDALA 

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 

Bawaslu Kabupaten Muna secara umum mengalami dua kendala 

internal dalam pelaksanaan layanan lnformasi publik, yaitu : 

1. Pemahaman internal Staf PPID Bawaslu Kabupaten Muna belum 

memahami secara utuh klasifikasi informasi; 

2.   Kurangnya tenaga yang membidangi Informasi Teknologi dalam 

pengelolaan web di Bawaslu Kabupaten Muna. 

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 

Bawaslu  Kabupaten  Muna secara  umum  mengalami  4  kendala  

eksternal  dalam pelaksanaan layanan lnformasi publik, yaitu : 

1. Kurangnya kegiatan Bimtek secara intensif untuk melakukan 

bimbingan/ konsultasi terkait PPID di Bawaslu Provinsi; 

2. Kurangnya kegiatan rapat yang membahas tentang tata cara 

pengelolaan Web. PPID Bawaslu Kabupaten/Kota; 

3.    Kurangnya kegiatan Bimtek atau Rapat Koordinasi yang membahas 

tentang tata cara penyusunan Daftar Informasi Publik 

4. Kurangnya  kegiatan  Bimtek  yang  membahas  tentang  penyusunan  

Klasifikasi  data informasi, seperti : Informasi berkala, tersedia setiap 

saat, serta merta dan yang dikecualika. 
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BAB VII 

REKOMENDASI 

A. Internal 

1.  Menambah kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola 

Layanan Informasi Publik, seperti memperbanyak bimbingan teknis 

2.  Menambah Sarana dan prasarana penunjang pengelolaan PPID, baik 

perangkat maupun pendukung lainnya, seperti website khusus PPID 

maupun perlengkapan yang bersifat fisik seperti laptop yang 

berkapasitas dan spek yang tinggi yang mampu mengaplikasikan 

editing, kamera video atau handycam. 

B.  Eksternal 

1.  Bawaslu Kabupaten Muna secara kelembagaan akan mengusulkan 

kepada Bawaslu Provinsi untuk melakukan beberapa hal, diantaranya : 

2. Kegiatan Bimtek secara intensif untuk melakukan bimbingan/ 

konsultasi 

3.  Kegiatan Bimtek yang membahas tentang tata cara pengelolaan Web. 

PPID Bawaslu Kabupaten/Kota; 

4. Kegiatan  Bimtek  yang  membahas  tentang  tata  cara  penyusunan  

Daftar  Informasi Publik; 

5. Kegiatan Bimtek yang  membahas tentang penyusunan Klasifikasi 

data informasi, seperti : Informasi berkala, tersedia setiap saat, serta 

merta dan yang dikecualikan. 

 

 

 

 

 


